BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG .

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah

Kabupaten Simalungun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Nomor 4400);

gelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

undangan (Lembaran Negara
blik Indonesia Nomor 5234)

Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomeor 55 Tahun 2005 tentan

g Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negar

a Republik Indonesia Nomor 45%8S};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 N
Nomor 4614};

g Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
omor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentan

g Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Noraor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pe

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7
Indonesia Nomor 6041);

ngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
3, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan |

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor lﬁ, Ta
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), -

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 6323);

|
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nk
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Per
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomeor 7 Seri D Nomor 6);

Peraturan Dacrah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan ,
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nemor 4 Seri D Nomor 4) sebagaim \na te
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 t nta

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemt ‘
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3),

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Angg ra

Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupa
Nomor 8 Seri D Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2019 tent: -
Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (L. al
2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Das
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Pasal 3

Uraian laporan realisasi an

— ggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran deng

an realisasi pendapatan sejumlah Rp(99.278.273.024,21) dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggara_n Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.453.684.557.408,32
D. Realisasi Rp. 2.354.406.284.384.11
(Kurang) Rp. (99.278.273.024,21)

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja dan transfer berjumlah Rp(193.310.794.998,32) perincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.503.194.763.684,10
b. Realisasi Rp. 2.309.883.968.685,78
(Kurang) Rp. (193.310.794.998,32)
(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp94.032.521.974,11 dengan perincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit dengan perubahan Rp. (49.510.206.275,78)
b.Realisasi : - Rp. 44.522.315.698,33
Selisih lebih Rp. 94.032.521.974,11
(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp93.205.226,12 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 87.589.764.986,78
b.Realisasi Rp. 87.682.970.212,90
Selisih Rp. 93.205.226,12
(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp491. 174.122,00) berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 38.079.558.711,00
b. Realisasi Rp. 37.588.384.589,00
Selisih Rp. (491.174.122,00)
(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp584.379.348.12 sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 49.510.206.275,78
B Beati=osi - Rp. 50.094.585.623,90
§ Selisih Rp. 584.379 348,12
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Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggara i i 4
2 sy E Sk bge%»i kurtl:Leblh (LPSAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayvat (1) huruf b per 31 Desember

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 63.794.124.204,06
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 61.520.430.951,90
_ : _ Sub Total Rp. 2.273.693.252,16

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA] Rp. 94.616.901.322,23
: Sub Total Rp. 96.890.594.574,39
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. (2.273.693.252,16)
e. Lain-lain Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 94.616.901.322,23

Pasal 5

Neraca sebagaimana pada pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 3.284.346.761.838,84

b. Jumlah Kewajiban _ Rp. 169.623.353.040,32

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 3.114.723.408.798,52
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2019 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO Rp. 2.393.940.389.866,34
b. Beban Rp. 2.226.161.442.251,54
c. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional. Rp. 167.778.947.614,80
d. Surplus/defisit dari Kegiatan non Qperasmnal Rp. 0,00
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 167.778.947.614,80
f
g

- Surplusydefisit dari pos luar biasa Rp.  (14.228.235.380,00)
Rp.  153.550.712.234,80

. Surplus/defisit -LO
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Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal _ Rp. 3.169.868.731.700,45

b. Surplu_s./deﬁsn - LO Rp. 153.550.712.234,80

C. KOI'e‘kSl ekuitas lainnya Rp. (208.696.035.136,73)

d. Ekuitas Akhir Rp. 3.114.723.408.798,52
Pasal 8

Laporan Arus Kas dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2019
sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp. 63.794.124.204,06
b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi Rp. 424.294.994.730,33
c. Arus kas Bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (395.385.012.988,00)
d. Arus kas Bersih dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran Rp. (739.319.548,16)
f. Arus kas dari aktivitas Pendanaan Rp. 4.186.488.628,00
g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2019 Rp. 96.151.275.026,23
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)huruf g Tahun 2019 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran | - Laporan Realisasi Anggaran; :
. Lampiran I. 1 - Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran 1. 2 - Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
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Lampiran laporan ke
Usaha Milik Daerah/P

Ketentuan lebih
Anggaran 2019d

oo OoRgrRTTER ™ ADD

Lampiran [. 3

Lampiran [. 4

Lampiran II
Lampiran 11
Lampiran [V
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran [X
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX
Lampiran XX

Lampiran XXI

lanjut mengenai Penja _
;atur dengan Peraturan Bupati.

. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,

Program dan Kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah

daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Negara;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

: Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas ;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan,;

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
: Daftar Piutang Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih,;

. Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,

- Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

- Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

- Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

- Daftar Dana Cadangan Daerah;

. Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

- Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran berikutnya;

. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan.

Pasal 11

uangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan
erusahaan Daerah sebagai Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

baran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
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PEMERINTAH KABUPATEN STMALUNGUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2019
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PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak .
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya
BELANJA

BELANJA OPERAST
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga
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JUMLAH (R BERTAMBAH / (BERKURAN
NOMOR (Rp) / (BERKURANG)
URAIAN
URUT ANGGARAN SETELAH REALISAST (Rp) (%)
PERUBAHAN
2.2.3 Belanja Dangunan dan Gedung 23 475.190.733,00 22.408.772.110,00 (1.066.418.623,00) 95,46
Plari Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 312.136.047.434,00 302.931.412.481,00 (9.204.634.953,00) 97,05
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 20.640.024.219,00 20.780.432.101,00 140.407.882,00 100,68
2.3 BELANJA TAK TERDUGA 18.763.264.500,00 18.598.692.380,00 (164.572.120,00) | 99,12
23 % Belanja Tak Terduga 18.763.264.500,00 18.598.692.380,00 (164.572.120,00) 99,12
SURPLUS / (DEFISIT) (49.510.206.275,78) 44.522.315.698,33 94.032.521.974,11 (89,93)
3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN DAERAH | 87.589.764.986,78 87.682.970.212,90 93.205.226,12 100,11
3. 3.4 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 63.794.450.480,78 61.520.430.951,90 (2.274.019.528,88) 96,44
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 23.795.314.506,00 23.795.314.506,00 0,00 100,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 2.367.224.755,00 2.367.224.755,00 0,00
3.2 PENGELUARAN DAERAH 38.079.558.711,00 37.588.384.589,00 (491.174.122,00) 98,71
Fo2.E Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 15.132.618.711,00 15.132.618.711,00 0,00 100,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 20.100.000.000,00 19.608.825.878,00 (491.174.122,00) 97,56
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 2.846.940.000,00 2.846.940.000,00 0,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 49.510.206.275,78 50.094.585.623,90 584.379.348,12 101,18

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 94.616.901.322,23 94.616.901.322,23 0,00

Halaman 2

LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGIJAWABAN - LAPORAN

REALISAST ANGGARAN

TSN
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